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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAIL :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentyan Pasal 320 ayat (1) Um.'langd.lmf'éng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah temtang
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kevangan paling lambat & (emam) bulan setelah
tahun enggaran berakhir, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



Mengingat

il
]

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, -

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun'

1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 4200},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B6856);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20623 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5165];

Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ;

Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2017 temtang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakifan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Mamor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Momor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuanpsn dan Administratif Pimpinan dan Angpgota Dewan Perwakilan
Rakyat Diaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 534?'];

Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Den Evaluasi Penyelehggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



16, Peraturan Pemerintah Nemor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6833);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penpadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomoaor
63);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan FPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450):

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencansan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1;
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22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomer 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tenjungbalai Tahun 2023 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 Nomor 3k

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjunghbalai Tahun 2023 Nomor 8),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023,

PASAL 1
(1} Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :

a. Laporan Realisasi Anpgaran [LRA]J;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neracs;



d. Laporan Operasional — LO;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): dan
g Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).
(2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan lkhtisar
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

PABAL 2
Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023
sebagai berilout;

a. Pendapatan Rp 08.643.693.850,00
b. Belanja Rp 705.025.775.372,00
c. Transfer Bp 572.087.977.600,00
Surplus (Defisit) Rp (34.294.103.922,00)
d. Pembiayaan
- Penerimaan Daerah Rp 33.094.103.922,00
Penenimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Ep 1.200.000,000,00
- Pembiayaan Netto Rp 34.204.103.922,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SiLPA) Rp (0,00)
PASAL 3

Urenan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berilkut ;
a. Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 670.731.671.450,00



2. Realisasi Pendapatan Ep 647.825.876.821.76

Selisih Lebih (Kurang) Rp 22.905.794.628,24

b. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja dengan rincian sebagai berikut :

705.025.775.372,00
666,244 847, 828,79

l. Anggaran Belanja setelah Perubshan Ep
2. Realisasi Ep
Belisih Lebih (Kurang) Rp

¢. Selisith Aggaran dengan Realisasi Transfer dengan rincian sebagai berilout :

38.780.927.543,21

272.087.977.600,00

0b5.115.444 418,01

L. Anggaran Transfer setelah Perubahan Rp
2. Realisasi Transfer R
Selisih Lebih [Kurang) Rp

6.972.533.181,99

d, Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit dengan rincian sebagai berikut :

1. Burplus / Defisit setelah Perubahan Ep (34.294. 103.922.00)
2. Realisasi Rp [18.418.971.007,03)
Selisih Lebih (Kurang) Rp (15.875.132.914,97)

¢. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp
2. Realisasi Ep

34.294.103.922,00
22.978.416.588 B6

Belisih Lebih (Kurang) Rp

(1.316.687.333.14)



f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut ;

l. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Ep 0G0
2. Realisasi Rp 0,00
Selisih Rp 0,00

g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto dengan rincian schagai berilout

1. Anggaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 34.299.103,922,00

2. Realisasi Rp 42,978.416.588 86

Selisih Rp 1.315.687.333.14
PABAL 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat [1) huruf b Per 31
Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 33.054.103.921,86
b, Penppunaan SAL sebapai Penerimaan Fembiayaan Tahun Berjalann Rp 32.978.416.588,86
. 8isa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 14.539.445.581,83
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp (115.687.333,00)
e. Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2023 Rp 14,.559.445.581,83
PASAL 5
Neraca scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
8. Jumlah Aset Rp 1.295.085.100.506,10
b. Jumlah Kewajiban Ep 14.745.415.646.53

Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.280.335.684.859,57



PASAL 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun vang berakhir sampaj
dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

&. Pendapatan - LO Rp £63.399.613.053,50
b. Beban Rp 706.221.926.341,.75
¢. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp = 0.00
Surplus / Defisit - LO Rp (42.822.313.288,25)

PABAL 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huraf e untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a, Saldo Kas Awal Rp 33.100.267.602 87
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Ep 61.242.685.862 55
c. Arus Kas dari Aktivitas [nvestasi Rp (79.661.656.869,58)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Ep 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 7.010.220,00
f.  Koreksi Saldo Kas Rp (115.687.333,01)
g. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
n. Kas Lainnya Rp 0,00

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 Rp 14.572.619.482,83



10

PASAL 8
Laporan Perubahan Fkuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun vang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

d. Eluitas Awal Ep |.479,298.088.409,02

b. Burplus/Defisit - LO Rp (42.822 313.288,25)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Koreksi Nilai Persediaan Ep 0,00

- Selisih Revaluasi Azet Tetap Rp 0,00

- Koreksi Ekuitas Lainnva Rp {156.136.090.261,20)

- Ekuitas Antar SKPD Ep 0,00

Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 Rp 1.280.339.684.859,57

PASAL 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1] huruf g Tahun Angparan 2023
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

PABAL 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdir
dari :
Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiranl.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggatan menurut urusan pemerintal daerah dan
Organisasi;



Lampiran 1.2
Lampiran 1.3
Lampiran [.4

Lampiran IT
Lampiran [l
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran V1
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIIT
Lampiran XTIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVI[ :
Lampiran XVIII ;

Lampiran XIX

Lampiran XX
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Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja, dan
pembiayaan;

Rincian AFBD menurut urusan pemerintahan daerah, oganisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah dacrah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Laporan operasional;
: Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;
Laporan arus kas:

: Catatan atas laporan keuangan;
: Dafltar rekapitulasi piutang daerah;
: Daltar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daergh:

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daltar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka panjang:

Daftar kewajiban jangka pendek:

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnyva;

Ikhtigar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah,
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PASAL 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PASAL 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangsal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

di Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai,
Ditetapkan di Tanjungbalai

pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Lid.
WARIS THOLIB
Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAL

ttd.
NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-T9/2024)




